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This research aims to determine the influence of moral obligations, 
understanding of taxation regulations, awareness of paying taxes, quality of service, 
tax checks, financial conditions, and taxation sanctions on compliance of taxpayer 
bodies. The population in this study amounted to 94 business entities in the form of 
Commanditaire Vennootschap (CV) registered in the capital investment and 
integrated service of one door of central Lampung regency. Sampling in this study 
used simple random sampling and obtained 76 samples. The primary data used in 
this study was derived from the dissemination of a questionnaire to respondents. 
Then, the data is analyzed using multiple linear regression analyses. The results 
showed that moral obligations, understanding of taxation regulations, awareness of 
paying taxes, quality of service, tax checks, financial conditions, and the 
simultaneous taxation sanctions affect the compliance of taxpayers of the body. 
Partially, moral obligations positively affect the compliance of the body's taxpayer, 
while understanding taxation regulations, awareness of paying taxes, quality of 
service, tax checks, financial conditions, and taxation sanctions have no effect 
Taxpayer's compliance agency. 
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PENDAHULUAN 
 Sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia yaitu salah satunya pajak. 
Pajak sendiri yaitu pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan negara yang ke 
depannya mempunyai dampak besar bagi berlangsungnya pembangunan, selain itu 
banyak sektor dibidang lain yang mempunyai kontribusi besar terhadap 
penerimaan negara. Hampir sebagian besar jika pendapatan dalam bidang 
perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan negara. 
  
Menurut Resmi (2017:2) “pajak adalah kontribusi wajib yang ditujukan kepada 
negara yang terutang yang akan dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, yang nantinya tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran 
rakyat.” 
 Menurut Deni dalam situsnya m.liputan6.com “realisasi sementara 
penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai 1.097,2 triliun, sekitar 88,4% dari 
target penerimaan pajak yang di patok sebesar 1.283,6 triliun dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.” Hasil sementara  penerimaan pajak 
ini cukup mendekati target yang telah menjadi patokan tersebut. Menurut Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendapatkan laporan bahwa, masih 
terdapat Kantor Perwakilan Pajak yang realisasi penerimaan pajaknya masih di 
bawah 80%, dan ini hanya sebagian kecil. Rata-rata pencapaian pajak di atas 80%, 
dan banyak terdapat di Pulau Jawa.  
Peneliti termotivasi untuk mengetahui penyebab kurangnya penerimaan 
pajak di luar Pulau Jawa yang penerimaan pajaknya masih di bawah 80%. Menurut 
Sulistyowati dalam Sukarta, (2018) dalam situsnya lampung.antaranews.com 
bahwa penerimaan pajak di wilayah Lampung mencapai 69%. Oleh karena itu, 
peneliti memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi 
Lampung. Penelitian ini difokuskan pada salah satu badan usaha, yaitu 
Commanditaire Vennootschap (CV).  
Peneliti memilih melakukan penelitian di Commanditaire Vennootschap 
(CV) karena dalam pendaftaran mendirikan sebuah badan usaha cukup mudah, 
dengan ini pemohon hanya perlu melampirkan akta pembuatan badan usaha dari 
notaris lalu mengikuti pendaftaran online (liputan6.com, 2018). Tarif pajak pada 
badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) hanya dikenakan pada saat akhir 
tahun, sehingga pengenaan pajaknya tidak cukup besar, karena Commanditaire 
Vennootschap (CV) merupakan pengembangan usaha kemitraan atau 
perseorangan. Walau pun demikian, badan usaha Commanditaire Vennootschap 
(CV) ini berkewajiban membayar pajak yang berpengaruh untuk keberlangsungan 
pembangunan di Indonesia. 
Menurut Siahaan (2005) “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai 
memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi 
secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya, 
tanpa adanya tindakan pemaksaan.” Beberapa faktor yang terkait dalam tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan setiap kewajibannya.  
Faktor pertama adalah kewajiban moral. Bobek dan Hatfield (2003) 
menyatakan bahwa kewajiban moral merupakan kewajiban dalam setiap diri 
individu yang memiliki perasaan bersalah tetapi belum tentu dimiliki oleh individu 
lain. Faktor kedua yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Utami et al. (2012) 
  
mengatakan bahwa pada saat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai 
pajak meningkat, maka masyarakat dapat mematuhi aturan pajak dan mendorong 
setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Faktor 
ketiga yaitu kesadaran membayar pajak. Manik Asri (2009) dalam Indriyani dan 
Sukartha (2014) mengatakan kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap 
wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan 
perpajakan secara benar dan sukarela. Faktor yang selanjutnya yaitu kualitas 
pelayanan, merupakan suatu perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh 
pelanggan atau suatu penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia 
layanan (Cronin dan Taylor, 1992). Faktor kelima yaitu pemeriksaan pajak. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tetang tata cara 
pemeriksaan, yang di maksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun, dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Faktor yang yaitu kondisi keuangan, adalah kemampuan keuangan perusahaan yang 
tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). 
Profitabilitas perusahaan (film profitability) terbukti merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan 
karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya 
(Slemrod 1992, Bradley 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo, 2011). Faktor 
terakhir yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2002:39) “sanksi perpajakan 
merupakan suatu jaminan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi.”  
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Menurut James et al. (2004), kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu 
yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajibannya agar sesuai 
dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa diperlukan 
investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman, dan peringatan serta penerapan sanksi. 
Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh subkonsep (Utami et al. 
2012), yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan 
membayar adalah suatu keadilan yang seseorang akan rela untuk mengeluarkan 
uangnya guna memperoleh barang dan jasa, sedangkan konsep pajak menurut NJ. 
Taylor (Waluyo, 2007 dalam Utami et al. 2012) adalah suatu prestasi yang 
dipaksakan dalam sepihak oleh negara yang terhutang kepada pengusaha tanpa 




 Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan kewajiban dalam 
setiap diri individu yang memiliki perasaan bersalah tetapi belum tentu perasaan 
bersalah tersebut akan dimiliki oleh individu lain. Wenzel (2005) menyatakan 
prilaku wajib pajak tidak hanya didasarkan pada manfaat perekonomiannya saja, 
tetapi juga didasarkan pada moral wajib pajak, etika, dan norma-norma sosialnya. 
Pemahaman Peraturan Perpajakan 
 Utomo (2011) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah suatu 
kemampuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam mengetahui setiap 
peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang 
akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi mereka. Ketika 
tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, maka akan 
mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Utami et al. 2012). 
Kesadaran Membayar Pajak  
 Manik Asri (2009) dalam Indriyani dan Sukartha (2014) mengatakan 
kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap wajib pajak telah mengetahui, 
memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan perpajakan secara benar dan 
sukarela. Sebagai mana yang telah diketahui bahwa wajib pajak sekarang ini diberi 
kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajak terutangnya. Adanya sistem ini setiap wajib pajak dituntut atas kesadaran diri 
terhadap patuhnya dalam membayar pajak. 
Kualitas Pelayanan 
 Cronin dan Taylor (1992), kualitas pelayanan merupakan suatu 
perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan atau suatu penilaian 
mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan. Kualitas pelayanan 
dapat dibedakan berdasarkan kriteria jenis pelayanan, yaitu kualitas pelayanan 
yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan bukan hal yang 
permanen, melainkan fleksibel yang dapat dirubah. Perubahan dalam kualitas 
pelayanan ini untuk hal yang positif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan yang baik akan membuat 
pelanggan menjadi puas atas pelayanan yang telah diberikan. Kualitas pelayanan 
yang buruk merupakan kualitas yang pelayanannya jauh di bawah standar atau 
tidak sesuai dari yang diharapkan konsumen. 
Pemeriksaan Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2002:34-35) “pemeriksaan adalah serangkaian 
kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.” Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesisa Nomor 
184/PMK.03/2015, terdapat dua jenis pemeriksaan perpajakan yaitu (1) 
  
pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau 
tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib 
pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. (2) 
pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak. 
Kondisi Keuangan 
 Profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan 
perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan 
pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo, 
2011). Hal ini dapat terjadi  karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi 
dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi berbasis 
akrual. 
Sanksi Perpajakan  
 Mardiasmo (2002:39), sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan yang 
mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi (Mardiasmo, 2002:40-
42), yaitu Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, 
khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan 
siksaan atau penderitaan. 
 
Pengaruh Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
 Kewajiban moral menurut teori atribusi merupakan penyebab faktor 
internal yang membuat persepsi wajib pajak itu sendiri guna menilai kepatuhan 
wajib pajaknya. Menurut Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral 
merupakan kewajiban dalam setiap diri individu yang memiliki perasaan bersalah 
tetapi belum tentu perasaan bersalah tersebut akan dimiliki oleh individu lain. 
Menurut Wenzel (2002) menyatakan bahwa dalam penelitiannya jika setiap wajib 
pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak kedepannya akan 
cenderung berperilaku jujur dan menaati peraturan yang telah ditetapkan, sehingga 
akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak dalam setiap pemenuhan 
pajaknya.  
H1 : Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan  
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan 
 Pemahaman peraturan perpajakan menurut teori atribusi adalah salah satu 
faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut 
Mahfud, Arfan, dan Abdullah (2017) mengemukakan bahwa pengetahuan 
  
perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seorang 
wajib pajak. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan 
pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana 
dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui 
(Prajogo dan Widuri, 2013). Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan 
peraturan pajak meningkat, maka akan mendorong wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajibannya (Utami et al. 2012). 
H2 :  Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan 
wajib pajak badan  
Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
 Kesadaran membayar pajak menurut teori atribusi merupakan perilaku yang 
disebabkan oleh faktor eksternal, yang dapat mempengaruhi wajib pajak agar 
melaksanakan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan setiap 
wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan setiap ketentuan 
perpajakan secara benar dan sukarela (Manik Asri , 2009 dalam Indriyani dan 
Sukartha, 2014). Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka 
semakin meningkat kemauan membayar kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan 
Yulianawati, 2011). 
H3 :  Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 
badan  
Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Kualitas pelayanan menurut teori atribusi merupakan penyebab dari faktor 
eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak guna memberikan penilaian 
terhadap kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajibannya. Menurut Supadmi 
(2009) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi setiap 
kewajibannya, aparat pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya. 
Kualitas pelayanan dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan 
oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu 
penyediaan layanan (Cronin dan Taylor, 1992). Jika kualitas pelayanan baik, maka 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. 
H4 :  Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan  
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Menurut teori atribusi, pemeriksaan pajak merupakan perilaku yang 
disebabkan karena faktor eksternal yang memberikan penilaian terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 
tentang tata cara pemeriksaan, yang di maksud dengan pemeriksaan adalah 
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti 
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
  
undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan baik dan benar 
dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam setiap 
melaksanakan kewajiban perpajakan, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji 
suatu kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, 
informasi, dan bukti pendukung (Rahman, 2013). 
H5 :  Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan  
Pengaruh Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, sehingga 
individu akan melakukan sesuatu dengan terpaksa karena situasi tertentu. Kondisi 
keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat 
profitabilitas (profitability) dan arus kasnya. Jika dalam suatu perusahaan tingkat 
profitabilitasnya naik, maka dapat dilihat bahwa kondisi keuangan perusahaan 
membaik dan mengalami peningkatan. 
H6 :  Kondisi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan  
Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Faktor eksternal merupakan faktor yang menjadi penyebab perilaku sanksi 
pajak, karena perilaku individu melakukannya karena keadaan atau situasi yang 
mana dipaksa harus mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan 
suatu jaminan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dapat dikatakan bahwa sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan (Mardiasmo, 2002:39). 
H7 :  Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan 
 
METODA PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94 badan usaha 
dalam bentuk Commanditaire Vennootschap (CV) yang terdaftar di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung 
Tengah. Teknik sampling yang digunakan adalah simpel random sampling, yang 
berarti cara pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi tanpa 
memperdulikan tingkatan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sejumlah 76 wajib pajak badan. Sampel ini diperoleh berdasarkan perhitungan 







n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05) 
  
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 
kepada responden, sehingga akan mendapatkan hasil berupa jawaban wajib pajak 
badan di Commanditaire Vennootschap (CV) yang terdaftar di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah. 
 
Definisi Operasional Variabel  
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam negara. Variabel ini menggunakan 
kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 
skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak 
setuju). 
Kewajiban Moral 
Kewajiban moral merupakan norma individu yang hanya dimiliki oleh 
seseorang, dan tidak dimiliki individu lainnya. Kewajiban moral berupa etika, 
perasaan, yang dimiliki oleh setiap orang. Variabel ini menggunakan kuesioner 
yang terdiri dari 5 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala Likert 
(sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). 
Pemahaman Peraturan Perpajakan 
Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang penting yang 
harus diketahui dan dipahami setiap wajib pajak. Pemahaman sama seperti 
pengetahuan yang merupakan ilmu yang dapat diraih dalam setiap aspek, yang 
didapatkan dimana pun dan kapan pun juga. Variabel ini menggunakan kuesioner 
yang terdiri dari 7 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala Likert  
(sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). 
Kesadaran Membayar Pajak 
Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan yang telah diketahui atau 
dimengerti bagi wajib pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar 
dan sukarela. Kesadaran berasal dari dalam diri sendiri, dan tidak bisa berasal dari 
diri orang lain. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 butir 
pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala Likert (sangat setuju, setuju, 
tidak setuju, dan sangat tidak setuju). 
Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan di nilai sebagai perbandingan antara harapan konsumen 
dan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari penyedia layanan. Variabel ini 
menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir sub pertanyaan. Masing-masing 
diukur dengan 5 skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan 




Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini menggunakan kuesioner 
yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 4 skala Likert 
(sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). 
Kondisi Keuangan 
Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin 
dari tinggkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Kondisi 
keuangan dapat diukur melalui indikator berikut ini, yaitu pengaruh keuntungan 
perusahaan, pengaruh kerugian perusahaan, dan kondisi arus kas tahun terakhir. 
Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri 4 butir pertanyaan. Masing-
masing diukur dengan 4 skala Likert (sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat 
tidak setuju). 
Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh setiap 
wajib pajak. Variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 butir 
pertanyaan. Masing-masing diukur dengan 5 skala Likert (sangat setuju, setuju, 
kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). 
 
Teknik Analisis Data 
Uji Instrumen Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan uji validitas yaitu untuk mengukur valid atau 
tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Uji validitas dilakukan dengan 
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan mencari degree of freedom 
(df) = N-2, untuk keterangannya N adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel, 
dan bernilai positif, maka pertanyaan dikatakan valid. Uji reliabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk (Ghozali, 2006). Variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha (α) 
> 0,60 dan sebaliknya jika nilai cronbach alpha (α) < 0,60 maka tidak reliabel. 
 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah 
penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis 
parametrik. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data yaitu berupa uji one 
sample kolmogorov-smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai 
signifikansi α lebih besar (0,05). 
  
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas yaitu suatu kondisi terjadinya korelasi atau hubungan 
yang kuat di antara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model 
regresi linier (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:141). Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai 
VIF < 10 maka tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dengan model 
regresi. Jika nilai tolerence < 0,1 dan VIF > 10 maka ada multikolinearitas antara 
variabel bebas dengan model regresi. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas yang berarti variasi residual tidak sama dari satu 
pengamatan kepengamatan yang lain, sehingga variansi residual bersifat 
homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar 
memberikan pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 
2015:138). Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika 
nilai signifikan < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda merupakan analisis statistik yang 
menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel 
dependen (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:157). Model regresi linier berganda 
ditujukan sebagai berikut:  
Y: α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e........(1) 
Keterangan : 
Y  : kepatuhan wajib pajak badan 
a   : konstanta 
β1...β7  : koefisien arah regresi 
X1  : kewajiban moral 
X2  : pemahaman peraturan       
perpajakan 
X3 : kesadaran membayar pajak  
X4 : kualitas pelayanan 
X5 : pemeriksaan pajak 
X6  : kondisi keuangan 
X7 : sanksi perpajakan 
e  : Error  
 
Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya hanya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait (Kuncoro, 
2003:220). Nilsi R2 adalah diantara 0 dan satu. Nilai R2 yang kecil atau 0 berarti 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 
terbatas, sedangakan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir 
mendapatkan semua informasi yang nantinya akan dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen. 
Uji Kelayakan Model (Uji f) 
Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan regresi linier berganda 
sebagai alat analisi yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
  
dependen. Jika nilai signifikansi ANOVA < α = 0,05 maka dapat dikatakan hasilnya 
layak. 
Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah tiap variabel independen 
berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian: 
a) Jika one-tailed maka nilai P-value dibagi dengan 2 (dua). 
b) Bila nilai P-value dari t > α, maka H1 ditolak. Ini berarti secara individual 
variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen. 
c) Bila nilai P-value dari t < α, maka H1 diterima. Ini berarti secara individual 
variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependen. 
d) Jika Ha berpengaruh positif maka β harus positif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Instrumen  
 Berdasarkan hasil uji validitas dilakukan dua kali pengujian, untuk uji 
validitas yang pertama ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid, sehingga 
dilakukan uji validitas yang ke dua dengan cara membuang item pertanyaan yang 
tidak valid. Penelitian ini hanya menggunakan data yang valid, sehingga diketahui 
bahwa seluruh indikator dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r 
tabel. 
 Hasil pengujian reliabilitas pada variabel kewajiban moral, pemahaman 
peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan 
pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan nilai Cronbach Alpha nya lebih 
besar dari 0,60. Variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Tabel 1 




0,220 0,05 Normal  
Sumber: Data primer, diolah (2019) 
Berdasarkan hasil tersebut, bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini 









Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel  Tolerance VIF Keterangan  
Kewajiban moral (X1) 0,738 1,354 Tidak ada multikolinearitas 
Pemahaman peraturan 
perpajakan (X2) 
0,856 1,168 Tidak ada multikolinearitas 
Kesadaran membayar pajak 
(X3) 
0,381 2,623 Tidak ada multikolinearitas 
Kualitas pelayanan (X4) 0,659 1,517 Tidak ada multikolinearitas 
Pemeriksaan pajak (X5)  0,334 2,992 Tidak ada multikolinearitas 
Kondisi keuangan (X6) 0,913 1,095 Tidak ada multikolinearitas 
Sanksi perpajakan (X7) 0,820 1,220 Tidak ada multikolinearitas 
Sumber: Data primer, diolah (2019) 
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen pada 
nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini 




Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model  Signifikan  Alpha  
Regresional Residual  0,606 0,05 
Sumber: Data primer, diolah (2019) 
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,606 yang berarti 
0,606 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa model regresi tidak terdapat 
heteroskedastisitas. 
Uji Regresi Linier Berganda 
Tabel 4 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 










Kewajiban moral (X1) 0,008 0,004 0,292 0,05 Didukung   
Pemahaman peraturan 
perpajakan (X2) 




0,219 0,109 0,088 0,05 Tidak didukung   
Kualitas pelayanan 
(X4) 
0,666 0,333 -0,021 0,05 Tidak didukung   
Pemeriksaan pajak 
(X5) 
0,719 0,359 -0,060 0,05 Tidak didukung   
Kondisi keuangan (X6) 0,745 0,372 -0,041 0,05 Tidak didukung   
Sanksi perpajakan (X7) 0,089 0,044 -0,102 0,05 Tidak didukung   
Variabel dependen    = kepatuhan wajib pajak badan 
Adjusted R square     = 0,113 
Konstanta                  = 18,503 
F statistik                   = 2,369 
Signifikansi F            = 0,032 
Sumber: Data prime, diolah (2019) 
Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil regresi linier berganda dengan 
persamaan sebagai berikut: 
Y = 18,503 + 0,292(X1) + e 
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Nilai konstanta sebesar 18,503 apabila kewajiban moral (X1) sama dengan 
nol, maka kepatuhan wajib pajak badan meningkat sebesar 18,503. 
2. Koefisien regresi kewajiban moral (X1) yaitu 0,292 menunjukkan bahwa 
kewajiban moral mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak 
badan akan cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa semakin 
baik dan jujurnya kewajiban moral, maka semakin patuhnya wajib pajak 
dalam mematuhi peraturan pajak. 
Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,113. Hal ini 
berarti mencapai 11,3% variasi kepatuhan wajib pajak badan dan mampu dijelaskan 
oleh variabel independen yaitu kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan, 
kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi 
keuangan dan sanksi perpajakan, sedangkan untuk sisanya sebesar 88,7% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
Uji Kelayakan Model (Uji f) 
 Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada ANOVA 
yaitu 0,032. Berarti menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,032 < 0,05, maka 






Uji Hipotesis (Uji t) 
 Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variabel dependen, yaitu menunjukkan 
bahwa: 
1. Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, 
karena nilai P-value 0,004 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin baik tingkat kewajiban moral maka akan berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak badan berupa usaha Commanditaire 
Vennootschap (CV) di Kabupaten Lampung Tengah. Moral yang baik maka 
akan cenderung untuk mematuhi pajak secara sukarela. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Aryandini (2016) yang mengemukakan bahwa 
kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
untuk usaha hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 
Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Pranata dan Setiawan (2015) yang 
menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan 
Kota Denpasar. 
2. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan 
wajib pajak badan, karena nilai P-value 0,048 lebih kecil dari alpha 0,05 dan 
hasil koefisien regresi menunjukkan nilai -0,173. Hal ini menunjukkan 
berdasarkan pengisian kuesioner bahwa wajib pajak masih beranggapan bahwa 
tarif pajak belum sesuai sepenuhnya, sehingga masih ada keraguan. Oleh karena 
itu sebaiknya wajib pajak harus memahami peraturan pajak agar tidak ada 
keraguan lagi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Subarkah dan Dewi 
(2017) yang menyatakan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo. 
3. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 
pajak badan, karena nilai P-value 0,109 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini 
terbukti dari hasil penelitian, bahwa wajib pajak sebenarnya mengerti 
kewajibannya, tetapi masih banyak yang tidak membayarkan pajaknya, 
sehingga seakan-akan menghindari untuk membayar. Hasil penelitian ini 
didukung oleh penelitiannya Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) menyatakan 
bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban 
membayar PPh orang pribadi. 
4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 
badan, karena nilai P-value 0,333 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini 
membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dengan adanya 
pelayanan yang baik, karena pajak sifatnya memaksa yang berdasarkan undang-
undang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner bahwa wajib pajak banyak yang 
tidak setuju pada item pertanyaan yang dijabarkan bahwa petugas pajak 
  
memperhatikan secara individu pada setiap wajib pajak, yang nyatanya itu tidak 
benar. Hasil ini didukung oleh penelitiannya Mahfud, Arfan, dan Abdullah 
(2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, 
karena nilai P-value 0,359 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini membuktikan 
bahwa pada pengisian kuesioner banyak yang tidak setuju bahwa pemeriksaan 
pajak dilakukan karena terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak 
seharusnya dilakukan tidak hanya terjadinya penggelapan pajak, dan harusnya 
antisipasi sebelum terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak penting 
untuk ditingkatkan demi kelancaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Prastianti (2019) menyatakan pemeriksaan 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. 
6. Kondisi keuangan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, 
karena nilai P-value 0,373 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini dapat dibuktikan 
bahwa jika perusahaan arus kasnya rendah, maka wajib pajak cenderung tidak 
patuh. Kondisi keuangan dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh pada 
kepatuhan pajak, ini berarti besarnya profitabilitas dan arus kas tidak menjadi 
tolak ukur dalam mematuhi pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Mubarokah dan Srimindarti (2015) menyatakan kondisi keuangan wajib pajak 
tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pelayanan fiskus. 
7. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, 
karena nilai P-value 0,044 lebih kecil dari alpha 0,05, dan nilai koefisien regresi 
sebesar -0,102. Hasil ini membuktikan bahwa pada pengisian kuesioner yang 
dilakukan oleh responden masih ada yang mengisi netral, sehingga keyakinan 
wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan masih rendah. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian Tulenan, Sondakh, dan Pinatik (2017) menyatakan sanksi 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 
yaitu kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan, 
sedangkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas 
pelayanan, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan tidak 
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan.  
 Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, dan peneliti menyadari masih 
terdapat keterbatasan dalam proses penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini 
yang pertama yaitu terdapat alamat Commanditaire Vennootschap (CV) yang 
kurang lengkap. Ke dua, hasil nilai adjusted R square sebesar 0,113 artinya 
  
kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini 
sebesar 88,7%.  
 Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka sebaiknya bagi peneliti 
selanjutnya memastikan terlebih dahulu alamat lengkap pada penelitian yang akan 
dituju. Selanjutnya, penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan faktor-
faktor diluar dari penelitian ini, seperti persepsi atas efektifitas sistem perpajakan 
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